Menimbhng

Mengingnt

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

FERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR :42 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DOEKUMENTASL DAN INFORMAS! PUBLIK
D UNGRUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

OEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA-

BUPATI BATANG HARI,

bahwa wsetiup Badan Publik di lingioangon pemerintah
Kabupaten Batang Hari mempunysi kewajiban dalam
menycdiakan dan melayani informasi publik sccara cepart,
tepat waktu, blaye ringan, dan cara sederhana;

babwa salul satu tugeas utems Pejabat Pengelols Informuasi
dan Dolkumeniazi (PPID) adalah menyediokan akses informani
publik bagi pemohon informasi berdosarkan  klasiGkosni
infarmasi;

bahwa berdasarkan pertimbangnn sebagabmans dimaksud
pada huref & dan huraf b, perioc menstgpkan Peraturan
Bupati mentang Peogelolaan Dokumentasi dan  Informmsi
Publik di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Batang Hari:

Undasng - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupsten dalam Linglkungan
Daermh  Provinal Sumatera Tengah (Lembarun Negoarn
Republik Indonesia Tabhun 1956 Nomor 28), sebageimana
telah diubah dengan Undang — (indang Momor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Samlangun Bangko
dan Daerah Tingkat I Tanjung Jabung [Lembaran Negiara
Republik Indonesia Tahuen 1965 Nomor 50, Tambelhan
Lembaran Negama Republik Indonosin Nomar 2755);

Undang-tindang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
penyelonggarann Negoara vang Bersih dan Bebas durg
Eorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembéaga Negarn Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesin Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Hotorbukasn Informasi Publik (Loembaran Negora Republile
indoneaia Tehun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembarsn
NMegara Republile Indoneala Nomor 49 16);

4. Undang - Undang
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Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayunan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Homor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Notnar S038);

Undang — Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor
152, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
50715

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenteng
Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran
Negoarn Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesin Namar 5234);

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apsumtur
Sipil Negurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonosia Nomor S394);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentsng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 2464, Tambahan Lembaran Ns=gara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah beberapa
kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedus natas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintmhan Dactah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);

Feraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Fembinaan dan Pengnwasan Penyvelesngparann Pemerintahsn
Daemah (Lembaren Negara Republik Indonesia Tehun 2005

Nomor 165, Tembahan Lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor 4593} ;

Feraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 teritang
Felnksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Eeterbukesan Informasi Publik (Lembaran Negarma
Republik Indonesis Tabun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneain Nomor 5149):

Peratumn Dasmh Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

[Lembaran Doerah Kaebuputen Batang Hard Tahun 2016
Nowmor 11):

Fernturan Bupsti Batang Han Nomor 47 Tahun 2016 tontang
Kedudukan, Tugas dan Pungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah
HKabuparen Batang Hari Tahun 2016 Nowmor 47);

Persturnn Bupati Batang Harl Nomor 26 Tabun 2017 Loy tm g
Pembentukan Pejabat Pengelola Inforrmasi duan Dokumentoasd
(PPID) Pemenntah Kabupates Batang Harl [Berita Doaeruh
Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 26)

Memperhatikan,.....




Memperhaokan

Menstapkan

-

Permturan Menteri Dalam Negeri Nomor S2 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinal dan Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Pendeyagunasn Aparatur Negars dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomun
Penyusunan Standar Operasional Prossdur Administrasi
Pemerintah:

Feratdran Mznteri Dalam Negerd Nomor 3 Tahun 2017
tentanyg Podoman Pengelolnan Pelayanan Informasi dan
Pokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan
Pemerintahy Daerah;

Peraruran Komisl Informasi Nemor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Lavanan Informasi;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Noemor 429);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DOKUMENTASI

DAN INFORMAS] PUBLIKE DI LINOKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG HARI

BAaB |
KETENTUAN UMUM
st 1

Dalars Peraturan Bupart| ini yang dimaksud dengan:

1

Dasrah adalah Kanbupaten Batang Hasdl,
Pemesintah  Duerah adalah Bupati scbagai unsur
penyelenggara Pemerinmban Dasmhb yEng memimpin

Bupati adalah Bupati Batung Hari,

Pejaba: Pongelola Informasi dan Dokumentssi yung
selanjumnmya  disinglkat PPID adalah  Pejubat vang
bertanggung  jawab di  hidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyedisan, dan/atau pelayanan

informani di Baden Publik.

Informasi ndalah keterangan, pernyaman, gagasan, dan

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan

dmpﬂlh lﬂl& d-at‘-l ﬁkt‘l m]:'u“ Fw ml j"l.l]!
dilihut, didengar, dan dibaca yvang disajilan

dalam berbagai kemasan dan format sesual dengan

perkembangan teknologl informasi dan komunikasi
secara elelavonik atau pun nos elskironik,

6. Dokumen adalah.....
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Dokumen adainh Informast dan/atau  kumpulan
informasi yvang dibuat, diterimadan dipelihara sebagai
bukn eleh organisasi aisu omang perorangan, karenn
kowajiban hollum atau bsrkaitan dengan ansaksi
Herjn.

Dokumentasl adalah pengumpulsn, pengolahan,
penyurunan, dan pencatutan dokumen, data, gambar,
dan auara untuk bahan inforrmas publilk.

Endan Publik adalsh Lembega Eksclound, legialatii,
vudikatif, dan Badan lainnya yang fungsi dan tugas
pokoknyva berkaitan dengan penyelenggaraan negara
yang sebagian ateu seluruhnya dananya bersumber
dari Angguran Pendapatan dan Belanja Negiva dana
atau Anggearan Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbungan mmumh.t duan atau luar oe=geri,

Prjabat Publik adalah arang yang ditunjuk dan diberi
tugas untuk menduduki posisi atau jabatin tertentu
pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informast dan Dokumentasi, yang
selanjuinyn disebut PPID adalah Pejabat yang
bortenggung jawab  di bidang  pengumpulan,
PEnyim poran, pendokumeantasian, penyedinan
distribual, dan/atau pelayanan informasl di lingkungan
Pemeorifitnhan Daerah, vang terdirl darl PPID Utsmn
dan PPID Pembaniia

Amsan PPID adalah pejabat yvang merupsakan atasan
PPID Utama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi vang
sclanjuinva disinglnt PLID adalah susunan pengelola
layanan mformasi doan dohumentasl di lingkhungan
Pemerintah Dacrah,

Peranghknt daerah udalah unsur pembaniu Kepala
Dasrah dan DODPRDO dalam menyelenggarakan unsur
pemerintalan yang menjadi kewenangan daerah.

Daftar informasi dan Dokumentasi Publik vang

selanjutnya disinglat DIDP adalsh camstan yang berisi
ketermngnn secura mistematis tentang seluruh Informasi
daen Doliumentasi publik yang berada di bawah
penguasaan Pemenntah Dasrah/Badan Usaha Milik
Dacrah/Sawuan Pendidikan tdak termasuk informasi
vang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumontasi yang
selanjutnye disinglkat RPID adalab tempat pelayanan
Informasi dan Dokumentasl publik dan berbagai
Informasi dan Dokumentas! lainnys yang bertujuan
untulke memfasilitasi penyampalan Informasi  dan
Diokumnnuasi Publik,

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi vang
selanjutnys disinglear LLID adulah laporan yang beris
BEmbaran  umun Kebijjakan Tekmis Informosd dan
Dokumentasl, pelaksanaan Pelavanan Informasi dan
Dokumentasi, dan rchomendasi ssra rencsina tindak
lanjut  untuk meninglatian kualitus pelayanan
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Senghketa Informasi Publik adalah Sengketa yang terjud:
antara Badan Publik dengnn Pemohon InformasiPublik
dan/atau Pengguna Informasi Publik yang beorksitan
dengan hak mempercleh dan/fatau menggunaloarn
ibformasi publik belaanricsn peEtuT=En peEundsng-
undangan.

Forum HKoordinasi Psjabat Pengelolasn Informasi dan
Dokumentan! Peomerintah Daerah yang selanjutnya
dj.ningh.ui FEPPID Pemdn adalah wadah Eomufileas]
koordinasi, konnolidasi, pembinaan, dan pengawassan
PPID Pemerintah FProvinel dan PPID  Pemerintah
Kabiupaten.

Pojubiat Pengelola Informasi don Dokumentnsi
Pembantu yang selamgjuinya dimingkat PPID Pembantu
atdalah Pojobat yang bertugas membanti: PPID Utama
dan beranggung Jjewab i bidang penyimpanan,
pendokumensian, penvediaan, dan atau pelayanan
informan pada PD bersangkutan.

Tim Pertimbangan adalah Tim yang bertugas
melaknanakan pengujian atas konsekuensi dibulkanys
Informasi Fialalil:

Fengguna Informasi Publik adolah orang yang
menggunakan Informeasi Publik sebagaimana  distur

dalam ketentuan peraturan perundang-undsngan yang
Berlaloul.

Median adalah penyeionsian sengieta informaosi puaibstiie
antura  pihak Pemohon mformasi dan Termohon
informast melalui bantuan mediator dan  Komisi
Informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesainn sengketa
informasi publik antara para pihak yang diputus oleh
Komisi Informpsl,

Pengujian HKonsskuensi adalah pengujian tentang
kKonsckuenai vang timbiul apabila suattd Informasl
dibernkan kepada masyaralnt dengan
mempertimbanglan secam scksama bahwa menutup
infurmasi publik dapat melindungi kepentingan yang
lebiih besar dari poda membukanya atay sebaliknya.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal &
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
B tijuan;
b PLID;

€. kelengkapan PPID;

d. informasi vang beraifut publik;

. informan yang dikecualiksen; dan
L LLID

BAE L.




BAB I
TUJUAN

Panal 3
Tujuan ditsmapkannys Peraturan Bupat ini adalah:

baik, yaitu yang transparan, efelktif, efisien, dan
akustabel serta dapat dipertanggungjawablaan;

b, sebagal pedoman pelakssnasn pengelolaan dan
pelayanan informasi Jdan dokumentasi olels setinp
Badan Publik di Lingkungan Pemermtah Dasrah; dan

¢. meningkatkan kuslites pelayanan Informasi F‘ubﬂk
seduinl dengan prinaip polayonnoan yang copl,
dan mudsh di setiap Badan Publik di l-inlﬂﬂmm
Pemerintaly Dacrah,

BAB IV

KELEMBAGAAN FEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DORKUMENTASI

Pasal 4

(1) Penpeloluan 1an informani dan delumentasi
dilaknarialkan oleh Pemerintmh Dasrah dengan
membentuk dan menetaphkan PPID,

(2) PFID sebagaimane dimoaksud pada ayvat (1) terdiri
R T H

f. PPID Utama; dan
b.PFPID Pembantii.

(3 Untuk mendukung Kegiawan dan kelembagaan PPID

sebt=mgaimana dimeksud pada ayvar (1) dibentuk
PLID,
BAH W
FPENQGELOLA [AYANAN INFORMAS] DAN
DOKUMENTASI
Panal 5

Guna mondukung kegiatan dan kelembagaan dibentuk
PLID yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Baglan Keanty
Struktur Grganisasi
Paanl &

Stuktur organisasi Pengelola Laysnan [nformant dan
Dokumsntas (PLID) erdirl dar:

a. Pembina PPID,
b. Pengarah Sclaku Atasan PPID;

o Tim Pertimbangan....




.

c. Tim Pertmbangan:

PRAD Ubtame;

FPID Pembantiu;

Bidang Pendukurng. terdiri dari:

. Selgetariat PLID;

2. Bldang Pengelolaan Data dan Hlasifikasd
informasi;

3. Bidang Pelayonnn Informasi dan Deltumentnsi;

4, Bidang Fasilitasi sengketa Informasl.

g Peiabar Fungsional
{(2) Bagan strulttur organisasi PLID tercantum dalam

Lampiran | wvang wmerupakan bagian tidak
lerpisahkan dari Persfuran Bupat ini.

Bagian K=dua

Pembine Pejabat Pengelola Informasl dan Dokumentas)

02

13)

L1}

2

Pasal T

Pembina PRD schagumann dimakoud dalam Pasal
6 ayar (1) huruf a, dijabat oleh Bupat atau Walkil
Bupati.

Pembina PPID sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
mempunyal fungsl pembinaan terhadap pengelola
layanan Informasi dan dokumentasi dan seluruh
ringkaian kegisian pengelolann informasi dan

dakumentusi  sssuai  dengan mekanisme yang

ditencukan.

Pembina PPID sebagaimana dimaksud pada ayvar
(11 mempunyed tusas melekuksn pembinasn
tl:rhndn.p pengelolsan pelavanan informosi don
dokumentasl di lingkungan Pemerintah Dacrah.

Baginn Ketiga
Fengarmb Selaku Atasan PFID
Pasal 8
Pengarah  selakls Atasan FPPID  sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 6 avat (1) huruf b difabat
olen Sekretaris Dacrah.

Pengarah pselabtu  Atasan PPID  sebagsimann
dimakoud pada ayat (1) merupakan penentu dalam
pengambilan  kebijjakan apablla muncul musalah
dalam pengelolasn dan pelayanuen informast  dan
dokumentasi, termasulc dalam hal menentukan
kKinoiikan {mformasi,

3} Pengarah PPID....
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Pengaral: PPID selnku Atasan PPID sebagaimann
dimuksud pada ayat (1) mempunyai fungsl sebagad
berilur

o mengamhikan kegistan pengelolaan mformasl dan
dokumentasl soria menjamin ketersediann
informasi secara terintegrasi. dan terlcoordinas);

b menomma keberatan atas penolaiten  dan
pemohon informasi publik:

c. membesrikan tanggapan aias kebetaian syang
diajulkan oleh pemohon nformasi dalam jangka
wakiu paling lambar 30 (ga pulub} har kerja
sojak diterimanys lapomn keberatan  sscara
tertulis;

d.sehagal perwakilan pemerintah daerah dslam
scighketa informasi publils dan

e. memberilian persetujuan atau penolaian atas
surnt penctapan daftnr informoasi publik dan
surat penetapan kianifikasi dari PPID.

Fengarah PPID selnict Amsan FPID sebhagaimana

dimakasud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagn
berikut.

a. memberikan armhan kepada PPID  terkait
pengelolaan lavanan informanl dan dokumentasi;

b. memberikan persctujuan kepada PPID atas
informasl dan Jdokumentasi yang dapat
diakses/diberikan kepadn pemchon informasi;

. metiberikan rekomendasi Kepuda PPID atas
hanil uji konsckuensi informasi vang
dilmeunlikan; dan

d. memberilan parsetujuan atms pertimbangan PPID
terkait dengan setiap kebijmkan yang diambil
untiik memenuhi hak setap pemohon imformasi.

Bagian Reompat
Tim Pertimbangan
Panal 9

i1 Tira Pertmbengan sehagaimana dissaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ merupakan Tim
Pertmbangan Pelayanan Informosd

12} Hunmhhn Tim  Pertimbangan sehagaimana

dimaksud pada avat (1) adalah:
. Pejiabat strulktural esslon MNb di lingkungan
Selkretariat Daerah;

b, KEepaln Perangknt Dasrah di lingkunga
Pemerinmah Dacrah; dan -

€. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

(3). Thn Pertimbangan,.....
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(3) Tim Pertimbangan sebagaimann dimabsud peda
ayat (1} mempunyal tUgas:

L1}

2}

L}
b

membehas usulan informasl yang dikegualilken;
meamperikan pertimbangan-pertimbangun atas
kinsifiknw informasi, tormasuk informasl yang
dikecualiknm,

Pembantu ;

.dalam pengambilan keputusan pemberian

informas] publilc dan
membahas dan memberikan  pertimbangan
kepada PPID dalam menyelesaikan senghketa
informas.
Bagian Kelima
FFID Lisumna
Pasal 10

PPID Utarmna erbagaimana dmaksud delam Pasal 6
avat (1] huruf d. sdalah pesiabat pada Perangkat
Pnerah YRng membidangi dokumendani,
kehumasan dan pelayanan informasi.

PAID Utama mempunyal tugas antara lain:

a. menyusun dan melaksnnalan kebijakan

b.

)

informasi dan dokumentasi;

menvusun laporan pelaksanaan Lkebjjakan
informasi dan dokumentasi;

. rmelakuknn pemutaklniran trifermmsl diary

dokormery o |

cmonyediaknn  Informesi den dokumentesi unrok

cinikges oleh masyarakat:

melakukan pembinann, pengawasan, evelumsmi,
dan  monitoring watas pelaksanasn kebijakan
informasi dan dokumentasi yvang dilakukan oleh
PPID Pembantu;

molakasnakan rapat koordinas] dan rapot kecie
secara berkala dan/atau sesual kebutuhar;

k. mengrsahlan informas| dan dolbumentas| yvang

layak untuk dipublikasikan;

L menugaakein....
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L menugnsikan FPPID Pembantu dan/atou Pejabat
Fungsional untul mengumpulltan, mengelols,
dan memelihara informas! dan dokurmentaeal, dam
tu_ﬁnnﬂ:nﬂ yang ditetaplan dengan Keputusan
Bupati,

i3] Unul melalunnplan tugoe sebagoimana dimalested
pada ayvat (1) PPID Utama berwenang:

A, menolak memberilkan informas) YENE
dikecunlikan sesusl dengan ketentuan pematuran
perundang-undangen;

.o meminta dan memperoleh informasl dari PPD

- Pembantu yeng menjadi caloupan kerjanya;

. mengoordinasikan petnberian pelayansn
infarmusl denpgan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya,

d. menentulan atau menentapkan suatu informeasi
dan dokumentasi yang dapat diakses oleh
publik;dan

e. menugaskan PPID Pembatu dan/atsu  pojabat
fungaional unmk membuat, mengumpulkan,
sertn memeliharn informasl den dokurmnmentasi
untult kebutuban arganisand.

(# PPID LUiama dalam melskssnalon tmgas Jdan
wowehangnva bertmnggung jawib kepada Bupati
moelaiu Seloetarie Daerslh.

Boagsn Kernam
FHID Pembantu
Pasal 11
(1) PPID Pembanty eshagaimana dimaksud dalam Panal
& ayat (1) bhuruf ¢ dijabar oleh psjabat struktural

pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugan

jpokok mengelola informasi dan dokumentawi,

meliputi:

a. Sekretaris  pada Dinas/Badan/Satuan  Polis
Pamong Praja;

L. Sekretars Kecamatsn;

¢, Kepale Bagian Tata Usaha pada rumah sakit
umum dasrah / Kantor Keabangpol;

d. Kepala Bagian Umum Seloetariat Dewan
Perwakilan Ralcyat Dasrah;

c. Kepaln Bagian Umum Sskretariat Daerah;

f. Repanla Pelaksan Badan Penanggulangan
Bencana Dasrah;

g Pejabat yang mumbidangl pelayanan informast
pada Badan Publik.

121 PPID Pembantu sebagaimana dimalesud pada ayat
{1) beriugas:

@ Membanni.,....
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a. membantu PPID Uwinn melalksnnunkan
tanggungiewaby, tugns, dan kewenangiunnyvia;

b menvamipaikan  informasi  dan dokumentasi
kepada PPID Utama dilakulksn paling eodikit
& tenam) bulin sekali atau seausl kebutuban:

c. melakuanakan lebijakan teknin informasi dan
dolcumentasi senuni dengan tugns pokok dan
fungsinya;

4. menjanmin ketersodiaan dan akselerani lnveanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon
informasi secara cepat, topat, berkualitas dengan
mengoedepankan prinaip-prinaip pelayanan prima;

o mengumpiilkan, mengolah dan mengompilaed
menjadi bahan informasi publik; dan

I menvampaikan laporan pelaksanaan kebilakan
t=lnis dan pelayanan informasi dan dokumentasi
kupada PPID Umma secara berkals dan eeeuni
dengan kebutuhan

13 Dalam melaksanakin tugasnyve, PPID Pembantu
sebagnimans dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawaly Bepada Bupatd melalul Selaetaris Daerah
selaku Atasan PPLD.

Tugas dun Fungsl Selkretorine PLID

Pasal 12

Tugas dan Fungs) Sekretarat PLID adalah:

melakaanalan keglsren sdministras, dokuwmentasi,

dan pelaporan pelaksansann pengelolaan dan pelavenan

Informant dan Dokumentaai.

a. membantu PPID Utama dalam melaknanaloan fungsi
pengoendalinn,

b monitoring den  evaluasi pelaksanasn  tugas
pengeloinan dan pelayanan informasi oleh satusn
ketjma pengelola  Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daesrah; dan

¢. mengkoordinasilkun dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi
dari PPID Pembantu,

BAB VI

MERKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN
BOKUMENTAS!

mﬂ I“m- LR
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Bagian Kesatu
Pemohon Informasl Publikc

Pasal 13
{1}] Pemohon Informasi Publik dan doliumentnai
sebagnd berilut ©
a.Porseorangan;

b K=lompok masyamkar:
. lambagn swadaya masyaraloat;
d Orpanitan masyarakat;
e Partal politik; atau
{. Badan publik lainnya.
(2] Persyvaran pemohaon lrifrmasi Publik
schagaimana dimaksud pada ayat (1), scobagail
berikur :

. mencantumkan identims mgiﬂn&
b. mencantumbkan alamat dan nomor telepon vang
j=lan;

¢. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan
dokumentasi yang dibutuhkan; dan

d., moncantuymkan maksud dan TLjUAATE
permohonan informast publik dan dokumentasi

Bagisn Kedua
0P PPID

Pasal 14

{1] Pedoman mengenal SOP PPID dibuat oleh Badaen
Publik seauai peraturan perundang-undangan,

{2 Pedoman wmengenal S0P PPID  sebagaimana
dimaksud pads ayat [1) -nhum kurangnya
memuat ketentumn sebagad berik

a kejelasan tentang pejabat Jnmg r..ﬂrunjuk sebagai
PPID Utnrmn des PPID Pembantu;

b. kejclasan tentang orang vang ditunjulc sebagni
Pefabar fungsional dan atau petogas informasi
apabila diperiuican;

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawah dan
k#wenangan Atasan PPID, PPID Uwmma, PPID
Peinbaniu, Bidang Pendukung, dan Pejabat

Fl.l.nﬂ;lhnﬂ.

d, kejelasan tentangz pejabat yang menduduki
poxisi sebagni Ataman PPID vang bertangeung
jawab mengeluarkon tanggapan atas kebeérntan
vang digjukan oleh Pemohon Informasi Publil;

e standar laynnan Informasi Publik serta tatn carn
pongelolann keberatnn di lingkungan Ksbupaten

Hatang Hari: dan
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f tatn cars pembuaten laporan tehunan tentang
Layanan Informasi Publilk.

(3] Dalam penyusunan S0P FPPID Pemerintaban
Daemh mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri yang mengatur tentang Stander COperasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsl dan
Pemerintah Kabupawen /Kota.

Pagal 15

(1} J:nln—}:nli S0P PPID, antara lain:
B0FP Penyusunan Daltar Informasl Publik;
h SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
c. S0P Uil Konsekuensi Informasi Publik;
d. SOP Penenganan Eeberatan Informasi Publik;
dan

e, SOP Fasllitasl Senghetn Inforimasi
(2] Eonoh Format 30F terceEntum pada Lampiren [,

yang merupakan bagian tidak terpisahlan dan
Peraturan Bupatl ini.

Bagisn Ketign
Pronedur Permohonsas

Faral 16

(1} informasi Publik di lingkungen Pemeringah
Kabupaten Bawmng Hari dapat diakses melnlul
prosedur permohonsn informasi publik

(2} Permohonsan informiasi publik scbaghirmarin
dimakaud pads ayar (1), dilakukan secears tertulis
dengan ketentuan :

o mengal lormulir permohonan; den

b binys perolchan aalinan dan/estau  pengiriman
informasi public apabila dibutuhkan dibebankan
kepada pemohon informasi publik,

(2} Formulir permohonan sebagaimana dimalisud pads
avat (2] huraf &, sekirang — kurangrive memual @

a. Nomor pendafiaran yang diisi berdasaikan nomor
soteiah permohonon icformast publih &
regiatrn;

b MNama;

&. Alamat;

d. Pekerjaan;

e. Nomirr telepon /e-mail;

{. Rincian informasi vang dibutuhkan;

E Tujuan pengEuneaninfoomasi;

h. Cara memperoleh informasi;: dan

i. Cara mendapatian salinan informasi.

Pasal I7......
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Pasal 17

Dalnm hal permohonan informiusi publilke

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPID

berloswajiban sebagni herkut

a. melakukan pencatatanm permohonan informasi
publik dalam registrasi permohonan; dan

L. memberikan nomor pendaftsran  permohonan
yang telah diserahkan melalui surat elektronik
atay pemohon datang langsung, scboagel tanda

padsa ayatl (1), sekurang - kurangnya mamuat :

Nomor pendafarnn permohonan;

. Tanggal permohonan;

Namu pemohon informasi publik;

. Alamat;

. Polotrjnsn;

Nomaor liontak;

Informaal publik yvang dimita;

LTajuan pengeunasn informasi;

Smius Informesi untuk mencatat apakah

informas! sudah berada di bawah penguasaan

pemerintah dacrah atau telah didokumentasikan;

J. Status informasi untuk mencatnt apaknah
Informaal sudah berada dibiawabh penguasaan
pemerintuh daerah atau telal didelurnerstawilonn]

k. Formar informasi yang dikunssi;

L Jenix pormohonan ypntul mencatel apebah
pemohon informasi ingin melihat atau
mendapathkan salinan informmsl;

m, Keputusan untuk menerima, menolak atau
yvang diminta berads dibawah kéwenangan bada=n
publik lam;

n. Alazan penolaknn bila permohonan nformam
publik ditolak;

o. Harl dan tanggal pemberitahuan tertulis sera
pemberian informasi; dan

p. Biaya serta cara pembayaran untuk
mendapatiean informasi publik vang diminta.

ForeE S anye

Pasal 18

Cuilam hal pemohon informasi publik bermaksud untuk
mnelihat dan mengetnhul informasi publik, PPID wajib :

a. memberikan akses hagl pemohon untuk melihat

informasi publik yang dibutuhkan df tempat yang
memadal untulk membaca dan/atau memerilas
informasi publik yang dimohon;

b. memberikan alasan.....
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b.memberikan alasan  tertulis apablla permohonan
informasa publik ditolak; dan

c. memberikan informas) entang tata carg mengajukan
keberatan beserta formulimyva bila dikehendald.

Pa=sal 19

Dalorn hal pemohon informasl publilt maminta aslinsn
mformasi, PPID  wajib m:nghnndnumhn dan

memastikan

. pomohon  informas! publik memilikd akees untuk
melihat informasi publik yang dibutuhkan ditempat
yvang memadal untuk membaca dan/atau memerikas
Informasi publik yang dimohon;

b. pemohon  [nformasi publik mendapatkan salinsn
informasi vang dibutuhlkan;

c. pemberan alasan tertulis dengan mengancu kepads
letentuan apabila permohonan informasi  diolaks
sy

d. pemberian informasl tentang tata caramengajulaan
keberatan bessrta formulimya bila dilcehendaki.

Paaal 20

Palam  pengelolaan pelayanan informani publik dan
dolumentunl dilalmanelksn sesual alur mekanisme
sebhagaimana  tercentum  dalam Lampiran vang
merupakan bagaian tdek terpisnhian dan Peraturan
Bupati ini

Bagian Keempat
Femberitahuan Tertulis
Pasnal 21

(1) Betiap permohonan informasi publik, PPID wajib
memberilan jawaban pemberitabiuan tertulis,

(¥] Pemberitaliuan tertulis scbagaimana dimaksud
pada avat (1), berizsikan -

u. apaksh informasi publik yang dimints bersda
dibawah penguasaannya atay tidale;

b. memberitahulan Peranglat Doecrak mana yang
informand  tersebut  tidak  bemada  dibaweh
pPenguasannnys;

€. menenima atau menolak permohonan informasi
publik berikut alasannya;

d, pomjelasan ALAS penglummman / peagaburan
infarmasi yang dimohon bila ada: dan
e, penyelanan apabilea informasi tdak  dapat
diberikan karens belum dikussai atau belum
didokumentasikan.

3. Pemberitchuan.....
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Pemberdtahiuan  tertulld scbagaimona dimsksud
pads ayvat (1) dan informasi publik yang dimohon
dispmpailkan paling lambat 10 (sepulub) han kerja
PPID mengeluarkan surat ketcrangsn sekurang -
Kurangnya mernouit

. Nomor pendaftaran;

b Naamag

. Alaman;

d. Pekerjaan:

e Nomor telepon/email;

f. Informaal vang dibumhkan;

£ Keputusan pengecualian dan penolakan
informani; dinn

h. Alnaan pengecualian.

BAB VIl
KELENGKAPAN PPID

Bagian Kenatu
FEFPFID
Pasal 22

FRPPID dibentull untuk meningkatian koordinasi dan
memperkat peran fungsi anmar PPID Utema dan PPID
Pembaniua.

11

(2

Bagian Kedua
RPID
Pasal 23

RFID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan
dilenghnpi dengan sdarana dan prosamnid  yanyg

alﬁl_? ;:w dimaksud pada ayat (1) dikelola
Gle F‘u:uﬁumal ‘den stau PI!‘I’:LI.&EB
Informasi.
BAB VIO
INFORMASI YANG BERSIPAT PUBLIK

Baginn RKesnatu
Informast yang Wajibh Dlecdisloan
dan Diymumban Secarn Berkala

Paga! 24

(1). Informasi.....
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(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
stcart berkala sekurnng-kurangnyas terdiri atas:

.

I

A

melipurl:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili
beserta alemat lengkap, ruang lingkup
keglatan, maksud dan tujuan, tugas;

2. Fungei badan publik beserta unit-unit keria
dibawahnva; dan

3. Struktur organisasi dan gembaran gmum.

Ringkasan informasl tentang program dan atau

kegintan yang sedani dijalankan dalam badan

publik, terdiri atas:

1. Nama Program dan Kegiatan;

2. Penanggung Jawab, pelsksann Mrogram dan
keglatam;

3. Target dan atau capaian program dan

keglatan;

4. Jadwal pelaksunaan program dan kegintan;

3. Anggaran Program dan kegiamn yang meliputi
sumber dan jumlah; den

6. Agenda penting teriait pelnlsanesn tugas
bLadan publik

Ringkasan Informasi tentang kdnerja dalam

lingkup badan publilk;

Ringkasan laporan keuangan;

Ringlasan laporan alises informasi publik. terdird

atas:

1. Jumlah permohonan informasi publik yang
diterinmn;

4. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi
setiap permohonan Informasd publik;

3. Jumlah permohonan informasi publik yang
dikabulkkan balk sebagian atnu seluruhnya
dan permohonan informasi publik vang
ditolak; dan

4. Alasan  penslaksn permohonan  informasi
publik.

informasi tentang poratummn, keputusan yang

mengikat dan stau berdampak bagl pubilil YROE

dikeluarkan oleh badan publile, terdir aras

1. Daftar mncangsn peraturan peruniding-
undlnnnh_mdm:h. yvang sedang dalam proses

u ;

2. = peratumn perundang-undangan, yang
telah diundan .

informasi tentang hak dan tata cars memperoleh

informasi publik serta tata AR pengajuan

keberatan serta proses penyelesaian scngheta
mformasi  publik  berikut  pihak-pihak vang
bBortanggung jawab yang dapar dihubungi;

« Informasi tEntENg titm caran  pelayanan

Pﬂignl:l.uz_l..u. _

informasi tentang pongumuman pengadaan
barang dan atau jasa sesusi dengan peraturan
perundang-undangan terkait.

(2). Pengumuman....
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(2] Pengumuman  sccarn berkaln  scbegaimana
dimakuud pada ayer (1) diskukan sekumng-
kurnngnya setdap 1 [satu) tmhun sekali.

Informani yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Pasal 25

(1] Setiap Badan Publik wajib mengumumban secara
sorte  merta, yaitu susatu informasl yang dapat
mengancam hajat hidup omng banyaik dan
ketertiban umum antam laln:

i Informasi t=ntang Dbenicana alam  sepertd
: y kepakaran hutan karens faktor
alam, hama penyaidt tanaman, epidemik, wabah,
dan kejndian luar blnnm;

b, Informasi tentang keadaan non bencana alam
scperti  kegagalan industrd atau teknolog,
dempek industri, dmpm:mﬂﬂlh'likunmn

&, Bencana soalal seperti kerusuhan sosial, konflik
sosinl antar kelompok atau antor komunitas
masyarakat dan terror;

d. Informasi tentang jenis, perscbaran dan dacmah
fnngumnnjldi sumber penyaleit yang berpotensl
men

. Informasl tentang racun pads bahan makanan
veng ditonsumasi oleh masvaraskat: atol

{2) Pengumumen informasi sebagaimana dJdimalead
paedn nyat (1) disampaikan dengan bahasa yang
sederHana, mudalh difnengerti dnon dipahiz=i
olch masyarakar,

Pa=al 26

Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dari
hadan publik vang kegintannya berpotensl mengancum
hajar hidup crang banyak dan ketertiban umum wajib
memililk Standar Pengumuman Informasi.

Bogian Ketiga
informani yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 77

(1) Betiap badan publik wajib menyedinkan informasi
publik  setiap kecuall yang dapat ditolak

sebagaimana yang telah dltn:tlpm dalam
kaisntuan peraturan

(2} Informasi Publik sebagaimans d:l‘mkmd mdn myaT
11) terdini dari:

“ ?ﬂ:&whﬁ:ﬁm publilc, yang memuat:

2, Rlngk.lm isl informasi;
3. Pejubat afcti_....
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BAB IX
INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN
Bagan Kesatu
Umum
Pasaal 28

(1) Setinp badan publik wajib membuka oaksea
informasi Publik bagi setiap pemohon informasi
publik, kecusli informasi yang dikecuniiloan,

(2] Informasai yang dikecualilkan scbagnimana yang
dimakasud pada ayat (1} adalah:

a. Informasl publik yang apabila dibuka dan
diberiknn kepada pemohon informasi publik
dapat menghambat proses penecgakan hukum,
;.rr.im informasi vang dapat:

1. menghambat proascs peoyulidilen dan
penyvidikan suatu tindak pidana;

4. mengungkapkan identitas informan, pelapor,
salai, dan atau korban yang meongotahui
ndanya tindak pidana;

4. mengunghapknn damm inslijen knminal dan
rencana-rencans yang berhubungan dengan
poncegahan daih penanganan segala  bantuk
kejahatan transnasional;

3. membahaynkan keselamatan dan kebidupan
proogak hukum dsn atou keluargseya; das
HtEu

5. membahayakan keamarnan peralatan, saranna,
dan atau prasarans penogak huloum.

b, Informasi publik yang apabila dibuks dan
diberikan kepada pemohon informasl  publilk
dapar mengganggu kepentingan perlindungsn
hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan
darn persammgan usaha tdak sehat;

. Informesi publit yvang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemochon informani publik
dnpart !“ﬂyﬂﬂwﬂ}'ﬂhﬂ pertahanan dan keamanan

tu:

1. Informasi tenitang strategi, intelijen, operasi,
taktik, dan telmik yang berkajtan dengan
penyelenggaraan sistern  pertahanan da.n
Eonomanan ticgnra, muﬂpuﬂ
perencanaan, pelalganann, dan pnnp!:h::r-,n
atau evaluasl dalsm kaitan dengan ancaman
darl dalar dan lumr negeri;

2. Dokumen yang memuat tentang straisgl,
intzlijen, operasl, weknik dem takidk yang
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
periahanan dan keamanan negira  yung
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

pengakhiran atau evalunsi;

3. Juminh, komposisi, disposiasi, atsu disjokasd
kekuntan dan komampuun dnlam
penyelenggarasn  sistemn  perahanan dan
keomuorisn nNegara SCTLn rencann
pengembangannya;
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3. Pejubat  atau  unit/satuan  kerja  yang
menguasal informeasi;

<. Fenanggung- Jjawab pembumtan ntaEy
penerbitan informasi;

5. Waktu dan tempat pembuaian {nﬁnmn.ii

6. Bentuk informasi yang

7 .Jnnm walctu ;unyl.mp-nl.n atau  retonsd

Infnrm.n.-.i tentang peraturan, keputusan dan
nau kebidjakan bodor pulslik;

= Ssluruh informani engkap yang wigib disediakan

h.
i

dan diumumban secara berkala;

. Informasi tentang organisani, admimiatres,

waian, dan koelapgan;
Surat-surst  perjanjian dengan plhalk ketiga
beshut dokumon pendukungnya.
Surat menyurar pimpinan atau pojabat badan
pubilik dalam rangka pelaksanaan tugos pokak
dan fungsinya,
Svarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan
dan @atau dikeluarkan, berikut dokumen
pendukungnva dan laporan tenuang kotaatan
pelaksanaan imn vang diberikan;
Datn perbendaharann atau invennris;
Rencana T strategis dan rencane kKesja badan
publik;
Agenda Keria pimpinan badan publilk:
liafrom i mengenai legiatan pelayvanan
informasi publik yvang dilaksanakan, sarana dan
prasarana layanan informasi publik yang dimilila
beserta kondisinya, sumber daya manusia vang
menangsni layanan informasi publik beserin
kunlifikaginya, angsaran layanun informasi
publilk serta laporan penggunasnnys.
Jumlah, jenis, dan sl.mhln:n umum pelanggaran
yang ditemukan pengawasan internal
s=ria lapoman penindakannya;

dumilsh, jenis, dan gambaran umum pelangzaran

VAL d.ﬂl.pm‘l!:l.rl gleh masyamlat serta laporan
penindalkennyn.

. Daftar serta  hasil-hasil penelidtan yang
elilmbennlemem
. Informaal publik Iain yang tull.h dinyutalan

teTbniks i masyarakat berdasarkan
moekanisme keberstan dan atau penyvelesaian
mmghkoin sehbagnimona dimakeud dalom Pasal 11
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbuliaan Informasi Publik;

Informasi  tentang  standar  pengumurmnan
informasi bagi badan publile yvang membenikan
izin dan atau melaltukan perjanjian kerja dengin
pihak lain yang |lkegintannys

berpotensi
mongancam hajat hidup omng banyak dan
hKetertban umuim; dan

Informasi dan kebijakan yang disampaikan
pejabat publik dalam pertemuan yang terbukas
untuk umum.

BABIX......
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4. Gambar dan data tentang wituns dan keadaan
paungkalan dan atau ins@mlast militer;
5 Duta perkivsan kemampuen militer dan
lain terbatas pada segala
tindakon dan s=u mdikasi “T terwebhut
g depat membahayalan kedsulstnn Negiara
mm Republik Indonesin dan atau data
terkait korjianmin :Iniiih:r dmu-niﬁ:nm 1;::1
yang disepakatl dalam i tersebut
schagal rahasin ntun mmm
6. Bistem persandian negars; dan atau
7. Sistem intclijen negara.

informasl  publik vang apabila dibuka dan

diberikan epadn pemohon informasi publik
dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

. Informasi  publik yang apabila dibulka dan

diberikan kspada pemohon informasi publik,

dapat merugikan ketmhanan ekonomi nasional:

1. Rencana awal pembelinn dan penjusalnn mats
uang naslonal ataly aning, saham dan asel vital
milik negaa;

2. Rencana awel perubnhan ndlsl tukesr, suku
bunga, dan modal operasi institusi keunngan,

3. Rencasn awal perubahan suku bunge banlk,

4. Rencana awnl penjunlan atau pembelinn mnah
atau properti,

5. Rencana awal invesinnt anivig:

6. Proses dan hasil pengmwanan perbanban,
asumnsl, atau lembaga keusngan lainnys; dan
atau

7. Hal-h=al yang berlmitan dengen  proges
pencetakan uang.

Informasi publik ymng apabila dibuks dan

dibetihan kepida pemohon {nformasi publik,

dapat merugikan kepentingnn hubungan luar
neger

1. Posini, dayva tawar dan strategi yang alkan dan
telah diambil oleh negam dalam b
dengnn negosingl internasional;

2. Korespondensl diplomatik antar negara;:

3. Bistermn  komunikasi dan persandinn yang
dipergunakan dalam menjalankan hubungan
internasional; dan atau

4. Perlindungan dan pengamanan infrestroloor
strategin Indonesia di luar negoeri-

g Informausl publik yang apabila dibulka dapat

mengunglkaplan isi akua otentik yang bersifat

pribadi dan kemauan termakhir ataupun sasiat
R

dilserilinn

dapat mengunghlap rmhasin pribedi, yindnae:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. Riwayat, kondisl dan perawatan, pengobatan
kesehatan fislk, dan paikis sescorang;

3. Kondisi keusngan, aset, pendapatan, dan
rekening banik wessorang:

BeTrAn g
hoinformasi publik yang apabila diboka dan
pemahon

P

4. Hax=il-hesil....
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4. Hasil-bonil cvaluaai  sehubungan dengan
kapabilitas, h:tnhktunlit’:u} dan rekomendnsi
kemampuan sesorang, dan/atau

5 Caiatan yang menyanghuat ptB:m:li sescoTAng
penididgiken formal dan satuan pendidikan
nonformal. _

I. Memorandum atmu  surat-surat antar  Badan

Publik atan indra Badan Publik, yang menunut
dirshaslakan

Paanl 29

Tidak termasuk dalam kategori informani yang

dikecunlikan adalan informasi berikut:

a. Putusan badan peradilan;

b. Ketetapan, keputussn, peraturan, surat edaran,
atgupun bentulk kebijakan lain, balk yang tidak
berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam
ataupun ks luar serta pertimbangan lembaga
penegak huloam: _ _

¢. Surnt perintah penghentinn penyidikan  atau
pEnumtutan;

. Rencana pengeluaran tahunan lembags penegak
huktm;

¢ Laporan keumangan tahunan lembaga penegak
Fukum;

{ Laporun hasil pengembalion usng hasil korupe:;
dnn fatsn

g Informasi lain scbagaimona dimaksud dalam
pisal 27 ayat (3} hurufl o Pernturan Bupart ini.

Tidek termasuk infromasl yang dikecunlilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

huruf g dan buruf b Poraturan Bupati ini, antara

lain apabila:

a Pihalk yang rahasisnya diungkap mmembertkan

persstujuan tertulisng dun /ataa

b Pengungia berkaitan dengan
segeorang dalam jabamn-jabatan publilk.

Hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang

dikecualkan, diatur lebih lanjut berdasarkan

ketentuan peraturan  perundang-undangan yang

berinlos.
Bagian Kedun
Tats Cara Pengecualian Informasi Publik
Pasal 30

PPID wajib melakulmn pengujian konsekuensi
berdaantion alnsan sebagnimana dimaksud daiam
Pusal 28 dan 29 Persturan Bupatl ini, sebelum
menyataksn sustu Informasi Publik sebagai
Informasi Publik yang dikecualilan.

(24 PPID yang.....




(2]
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[a)

50

(1

2)

(3)
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PPID vang melakukan pengijian konseluensi wajib
mienyebutian keteniuan yang sccara jelus dan tegas
padn undang-undang yang discu yang menyvatakan
stiatil informs wajib dirahasiakan.

Alasan schagaimans dimaksud pads ayvsr (1] dan
ayat (2} harus dinyatakan secara tertulis dan
disertakan dalam surat pemberimhuar tertulis atan
permohonan informasi Fublik.

Duolnm melaksanakan pengujinn konselkuensi, PFPID
dilarang mempertimbungian alassn peogecualion
sclain hal-hal yvang diatur dalem pasal 258 dan 29
Poraturan Bupsatd ini.

Dmlam melakukan pengujian konselkuenai, PPRID
dapat mengajukan permohonan pembahasan
penctapan informasi publik yang dikecualikan
kepada perangiat dareals lain dan/atau pihale
pihek yang dianggap berkompeten yang berkaltan
dengan permasalahan informasi yvang dikecualikan.

FPaanl 31

PFID  wajlb menghitkmkan atau mengaburican
mater!  infurmasal yeng dikecuallkan dalam suatg
Salinan dokumen Informasi Publik yang akan
diberikan kepads publik. :

FPPRID tidak dapat menjadikan pengecualian
no i informesi dalamn suatu Salinen Informasi
Publik sebagail alasan untuk mengecualikan akses
publik terhadap keseluruhan Salinan Informasi
Publil.

Dalam hal dilakukan penghitaman atau
penggabiuran informasi, PPID wajib memberikan
alasan dan materinye pads masing-masing hal yang
dihitamiocan atad dikaburkan.

Pasal 32
Baden Publik dapat mengarur lebih lanjut mengenal
tata GRS pengecunlisn Informani | Publik

stbagiimuna dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan
Bupat i,

BAB Vi

LAPORAN LAYANAN INFORMAS] DAN DOKUMENTASI]

(1}

Fasnl 33

LD walib dibuar dan disediakan oleh Badan
Publik peling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelalmanann tahun anggaran berakhir,

2). Salinan LLID.....




- B -

(2} Salinan LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana

(3}

dimanksud pada ayat (1) disampailcan kepada
E::Imnnmﬂ.nn_ Dnlam Negeri dan Homisi Informasi
sat sesual dengan kewenangan masing.-masing.
IL-I.I]I':J‘3 paling wedilat memuat:
1 ambaran umum kebijalan pPelayanan
Informasi dan Dokumentasi Publik &
lingkungan Pemearintmhan Daerah
b. Gambaran umum pelaksanaan, pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Publik, antarn lain:
1.Sarana dan prassvana Informani  dan
Dokumentasal publik yang dimiliki berserta
kandisinvn;

2. Sumber daya manusia yang menangani
pelayvanan Informast dan dokumentasi publk
beserta Bualilikasinyn; dan

3. Anggaran pelayanan Informam dan
Dokumeritaal pubilile wotm laporan
PENgRUARNNYE.

e, Rincian pmyula—lun senglketn Informasi Publik,
melipud:

1. Jumlah permchonan Informuasl Publil;

2. Waktu wrang diperlukan Publik dengan
klasiflkasi tertentu;

3. Jumlal permohonsn Informasi Publik yang
mhuh baik ssbagian atau selurubnya;
#.Jumiah permohanan Informasi Publik vang
ditolak bhesorta alnsanmya.

d. Riu:mn“ 2 penyelesaian sengketn Informasi Publilk,
meliput:
1. Jumlah keberatun yang diterima;
2, Tanggapan atas k:hmuunym:dibmm dan
pelaksanaanya;
3. Juminh permohonan penyveleasian
ke Komini Informaasi yang berwenang; dan
4, Hasil mediasi dan/mtau keputusan njudﬂulil
Komisi Informasi yang berwenang
pelaksanasnya oleh hn.d.nn publik, juml'.-h
putusan pnnnndihn dan a
Han oo, pﬂhhsnmy
e. Kerndals intornal dan clkstermal dolam
polaksanaan layanan Informaai darn
Dakumentasi publik: dan
f. Rekomendas| dan rencana tindal lanjut untulk
meninghkatian kualitas pelayansn Informasi dan

Fasal 34

U] LD merupakan baglan dari Infarmasl Publik
yvang wajib tersedia setinp saar.

(@) LLID  scbagaimans dimaksud pada ayat (1}
diumumkan kepnda publik dan disampuikan
Kepada atasin PPD

(3} LLID.....




‘2’5"‘

dimaksud (1)
{3) LLID scebagnimana K: e ln;:lnl.w.'l.n ayat
{-II'LLIDMdiIlpﬂrhnl : Bupaﬂub-sﬂm
dalam Laporan Penyelenggarman Pemermtahan

Dinersh.
BAB X
RETENTUAN PENLUTUP
Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulsl berlaku sejak tanggnl

ciundanghin.

Agar sotisp omng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati  inl  dengan
peniempatunnys dalinm Beritn Dacrah Kabupaten

Botang Hari.
Ditetaplkan i H Muara Bulian

M-Tmml T 16 - @ = Eﬂm_.

Diundatigkan i Munra Bulian
Pada Tangge:! o - & - 2019

KABUPATEN BATANG HARI
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PERATURAN BUPAT! BATANG HAKI
NOMOR 42, TAHUN 2019

Pembina
BUPATI
WAKIL BUPATI
1
[ i
Pungarah Tim Pertimbangan
Selretarts Daceal ' Peojabat Eselon [1h Setin
Selaku Atasan PPID Kabupaten, Pimplnan Peranghkar
doerah dan Pojabat yang
mamanganl Bidang Hulaem

FPID Utama Pejabat Exelon 111
Bidang Informast dan Kemunikasl
Hidanz Kehumasan

I
L PPID Pembanty Pejabat Perangiat Daerah Pengelola J

Informasi dan Deleamentas di Kecamatan dan
Resa/Kelurahan ataupun sobutan lainnya

l

I I I 1
a Bidang Bidang Bldang Bidang
Purahibosns Fanpiblakan Pelayanan Fak|litas
Sulrretaridt Daca dan Informasi dan Sanghiew
PLID Kl i e Dekumentasi Informaai
\_ o Informani
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PERATURAN BUPATI BATANG HARI
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TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMAS]
DAM DOKUMENTAS] KABUPATEN BATANG HAR1

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEJABAT PENGELULA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI (PPLD)
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